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Abstract

Factors that hinder the implementation of the
verdict in a civil case is treasure executed no longer
exists due to have been sold prior to execution is
executed, goods or objects of execution has
changed hands to a third party, reluctance executed
to hand over the goods to be executed, goods or
objects to be executed is not clearly demarcated,
sound or editorial ruling of the judge is not clear,
and the costs of execution. Actions taken in the
implementation of the verdict in the civil case
between other parties executed given the
opportunity to carry out the decision voluntarily or
must perform their duties without interference from
the courts and the approach to be executed where
this approach is not only done by the courts but also
by local governments, related agencies, security

Jorces.

Abstrak.

_ Faktor yang menghambat pelaksanaan
putusan hakim dalam perkara perdata adalah
harta kekavaan tereksekusi tidak ada lagi
dikarenakan telah terjual sebelum eksekusi
dijalankan, barang atau objek cksekusi sudah
berpindah tangan kepada pihak ketiga,
keengganan tereksekusi untuk menyerahkan
barang yang akan dieksekusi, barang atau objek
vang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya,
bunyi atau redaksi amar putusan hakim tidak jelas,
dan biaya eksekusi. Tindakan yang dilakukan
dalam pelaksanaan putusan hakim dalam perkara
perdata antara lain pihak tereksekusi diberi
kesempatan untuk menjalankan isi putusan dengan
suka rela atau keharusan menjalankan
kewajibannya tanpa campur tangan dari
pengadilan dan melakukan pendekatan dengan
tereksekusi yang mana pendekatan ini tidak
hanya dilakukan oleh pengadilan saja tetapi juga
oleh pemerintah daerah, instansi terkait, aparal
keamanan.

A.Pendahuluan
Di negara yang berlandaskan hukum
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kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum.
Semua warganya mempunyai kcharusan untuk
patuh dan taat pada hukum tersebut sesuat dengan
asas bahwa setiap warga yang bertempalt tinggal
dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang
sama di depan hukum

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang
mempunyal kepentingan dan kebutuhannya
sendiri-sendiri dan sering terjadi benturan-
benturan. Oleh karena itu perlu pengaturan dalam
bentuk hukum yang mengikat setiap anggota
masyarakat dengan tujuan supaya baik hak maupun
kewajiban masing-masing pihak tidak terganggu.
Ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang hukum
perdata disebutkan: "tiap-tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa Kkerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan Kerugian itu,
menganti kerugian tersebut.”

Suatu perkara perdata tidak hanya dapat
disclcsaikan dalam lingkungan pengadilan saja
tetapi juga diluar pengadilan. Seperti halnya
arbitrasi, negosiasi, mediasi dan bentuk
penyclesaian lainnya. Hal terscbut dapat ditempuh
karana berbagai kelemahan yang melekat pada
lembaga pcngddllan dalam menyelesaikan
berbagai bentuk sengketa, baik kelemahan yang
clapdt diperbaiki maupun tidak. Maka dalam hal
ini banyak kalangan yang ingin mencari bentuk
penyclesaian lain atau institusi lain dalam
menyelesaiakan sengketa di luar lembaga
pengadilan.

Lembaga pengadilan mempunyai
wewenang untuk memeriksa, memproses dan
menghasilkan suatu keputusan untuk penyelesaian
suatu perkara, keputusan yang dikeluarkan
lembaga pengadilan dalam hal ini ialah keputusan
hakim yang mana keputusan tersebut dihasilkan
dari persidangan yang dipimpin oleh majelis
hakim dengan tugas dan tanggungjawabnya
sebagai hakim. dalam memeriksa perkara di
pengadilan majelis hakim meminta pembuktian
dari pihak-pihak yang berperkara mengenal
pengakuan hak yang ditunjuk atau yang
dipertahankan, Oleh karena itu Hakim dalam
mengadili suatu perkara lebih mengutamakan
suatu fakta hukum.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dan
dikemukakan dalam persidangan hal tersebut
sebagai bagian dari proses pembuktian. Mengenai
hukumnya tidak perlu dibuktikan karena hakim
dianggap telah mengetahui hukum apa yang akan
diterapkan baik hukum yang tertulis maupun
hukum tidak tertulis vang hidup ditengah
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